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PNS Was-was
Hadapi Pengak

® Sambungan Hal 13

mereka sering merasa sendi-
rian ketika menghadapi pe-
negak hukum, SOP ini nan-
tinya membuat perlindung-
an hukum PNS tak
perlu takut ketika dimintai
jelasnya.

la memaparkan, SOP ini
nantinya menyasar bagi ke-
pala pengguna anggaran,
pengguna kuasa anggaran,
Pejabat pengadaan; dan pe-
jabat pembuat komitmen,

Wakil Wali Kota Yogyakar-
ta Heroe Poerwadi mengap-

perlindungan hukum ini.  Heroe.

* Menurutnya. ini merupakan

langkah untuk bisa mening-
katkan pelayanan kepada

Heroe menambahkan,
Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kota Yogyakarta cu-
kup sering mendapat saran
maupun keluhan dari ma-
syarakat terkait pengada-
an barang dan jasa. Tidak
sedikit pula permasalahan
muncul, semisal persoalan
sengketa,

“Pengembangan kode etik
berupa SOP ini membuat
kita semua (PNS] bisa nya-
man dalam bekerja. Kita
tidak ragu dan takut, se-

hingga menghasilkan kiner-

katkan oleh ‘PNS dengan
S0P yang sudah- ditetapkan
sehum nﬂ)@.ﬁldaﬂ kesa-
lahan yang mungkin ditemui
kejaksaan maupun BPK.,
Direktur Pelatihan Kom-
Pengadaan Barang Jasa Pe-
merintah (LKPF) RI Tatang
Wiraatmadja turut mengap-
reslasi langkah pemerintah
Kota Yogyakarta sebagai
bagian dar reformasi peng-

* APBN d‘a:n APBD dipakai
untuk program pengadaan

* barang dan jaga, sehingga
berisiko tinggi

“Yakinlah apabila menja-
lankan ini dengan baik dan
bersih, pasti selamat. Tapi
jIIIsI!!Tr.l]!.I ke 'sana harus ada

aminan, ya perlindun
hukum ini, tapi b‘mf::f
arti yang salah dilindungi
hukum,” jelas Tatang.

Ia menjelaskan, yang di-
kembangkan adalah kode
etik berupa SOP yang ber-
integritas. Tujuannya agar
setiap langkah proses peng-
adaan barang dan jasa bisa
dilakukan dengan baik, se-
hingga memperkecil adanya
penyimpangan. (gil)

Sifat

Tindak Lanjut

Instansi Nilai Berita
Untuk Diketahui

Netral Segera

1. Bagian Hukum
2. Inspektorat

3. Bagian Layanan Pengadaan

Y ogyakarta, 04 Oktober 2024
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